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ABSTRAK 

Judul           :   Kewenangan Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris dengan 

Diberlakukannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 

Nama           :  Angraeny Yevincia Mailoa 

NIM             :  217202019 

Kata Kunci  :  Wewenang, Notaris, Surat Keterangan Waris, Hak Atas Tanah 

Isi                 : 

Permasalahan waris adalah permasalahan yang sampai saat ini sering menimbulkan 

sengketa antar keluarga dan masih sering terjadi. Untuk pengurusan pendaftaran 

peralihan Hak Atas Tanah yang terjadi karena pewarisan, ahli waris dalam mengajukan 

permohonan pendaftaran peralihlan Hak Atas Tanah tersebut diwajibkan untuk 

menyertakan Surat Keterangan Waris dari Notaris sebagai salah satu syarat dan hal ini 

tertera dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 PerMen ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 

2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PerMen ATR/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa "surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat 

berupa akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal 

pewaris pada waktu meninggal dunia". Namun dengan berlakunya PerMen ATR/KBPN 

Nomor 16 Tahun 2021 ini, Badan Pertanahan Nasional menolak permohonan ahli waris 

untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah apabila Surat Keterangan Waris dikeluarkan 

dari Notaris yang tidak berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu si pewaris 

meninggal dunia. Perubahan isi Pasal tersebut dinilai agak memberatkan bagi para ahli 

waris untuk mengurus pendaftaran peralihan hak atas tanah dan membatasi kewenangan 

Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris sebagaimana yang tertera di dalam 

Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

penelitian normatif berupa studi kepustakaan, dengan mengumpulkan bahan hukum dari 

Undang-Undang yang memiliki kekuatan hukum tetap, buku-buku, dan wawancara 

dengan narasumber yang berkompeten dengan menerapkan beberapa teori hukum yang 

relevan. Dapat diambil kesimpulan bahwa perubahan dari isi Pasal 111 tersebut dapat 

digugat pembatalan karena bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. 
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ABSTRACT 

Title           :  Authority of Notary in Making Certificate of Inheritance with the 

Enactment of Ministerial Regulation of Agrarian / Head of National Land 

Agency Number 16 of 2021 

Name         :  Angraeny Yevincia Mailoa 

NIM           :  217202019 

Keywords  :  Authority, Notary, Certificate of Inheritance, Land Rights 

Contents   : 

Problem of inheritance is one of the problems that often causes legal action between 

families and still often happens until now. For the registration of Land Rights transfer 

due to inheritance, the heirs are required to submit a Certificate of Inheritance from a 

Notary as one of the requirements and this is stated in Article 111 paragraph (1) letter c 

number 5 PerMen ATR/KBPN Number 16 of 2021 concerning the Third Amendment to 

PerMen ATR/KBPN Number 3 of 1997 concerning Land Registration which said "a form 

to proof as an heir can be a Certificate of Inheritance from a Notary who is domiciled at 

the place where the testator dies". However, with that enactment, the National Land 

Agency refuses the application of Land Rights transfer to the heirs if the Certificate of 

Inheritance is from a Notary who is not domiciled at the place where the testator dies. 

The change in the contents of that Article is considered a bit burden for the heirs to 

registration of Land Rights transfer and restrict the Notary’s authority in establish the 

Certificate of Inheritance as stated in the Law of Notary’s Occupation. This research is 

conducted using normative research methods in the form of literature studies, by 

collecting legal materials from laws that have permanent legal force, books, and 

interviews with competent sources by applying several relevant legal theories. The 

conclusion is the amendment of that Article 111 can be sued for rescission because it’s 

contrary the Law of Notary’s Occupation.
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